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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap 

Driver Transportasi Online dari Orderan Fiktif di Kota Kupang ( Studi Kasus : PT. 

Maxim Kota Kupang ) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum 

dari PT. Maxim terhadap driver akibat orderan fiktif di Kota Kupang sejauh ini 

belum dilaksanakan dengan baik dalam bentuk hak mereka sebagai mitra, baik itu 

perlindungan hukum prenventif seperti memilah mana orderan fiktif agar tidak 

masuk di aplikasi maupun perlindungan hukum represif seperti aturan dalam kontak 

perjanjian yang dapat melindungi driver dari orderan fiktif dan negosiasi yang mana 

haru saling menguntungkan antara kedua bela pihak tidak hanya perusahaan maxim 

saja. Perusahaan Maxim hanya memberikan tindakan-tindakan seperti himbauan di 

dalam aplikasi dan melakukan pemblokiran akun pelaku tetapi hal tersebut belum 

efektif untuk mengurangi orderan fiktif yang diterima driver. Perlindungan hukum 

terhadap driver yang yang merugi akibat orderan fiktif ini juga menjadi tanggung 

jawab perusahaan karena hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut 

adalah kemitraan yang harus saling menguntungkan. 

5.2 Saran 

 Mengenai permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Driver 

Transportasi Online dari Orderan Fiktif di Kota Kupang ( Studi Kasus : PT. Maxim 

Kota Kupang) penulis memiliki saran sebagai berikut : 
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1. Perlindungan Hukum Preventif 

a. Hendaknya PT. Maxim melakukan pembaharuan peraturan 

kemitraan antara PT. Maxim dengan driver berdasarkan hubungan 

yang saling menguntungkan agar terjadi keseimbangan hak dan 

kewajiban para pihak, yaitu ada peraturan untuk melindungi driver 

dari orderan fiktif. 

b. Perlu adanya tindakan pencegahan agar tidak terjadi kembali oderan 

fiktif yang merugikan mitra dapat dilakukan dengan memperketat 

verifikasi data akun untuk pengguna aplikasi Maxim, seperti dengan 

menyertakan foto KTP. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

a. Perlu adanya perusahaan memberikan ganti rugi terhadap driver 

yang telah mengalami kerugian biaya akibat orderan fiktif. Seperti 

yang dilakukan oleh perusahaan Grab, yaitu jika driver mereka 

mengalami orderan fiktif (makanan) maka driver tersebut akan 

mengantarkannya ke panti asuhan dan aplikasi Grab akan menerima 

laporan untuk membayarkan kerugian yang dialami driver. 

b. Hendaknya dalam negosiasi perusahaan Maxim juga mendengarkan 

keluhan dari driver yang mengalami orderan fiktif dan mencari jalan 

keluar yang mana saling menguntungkan antara kedua bela pihak. 
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